KALENDER KEGIATAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
DAN SELURUH ATURAN PELAKSANAANNYA

NO BULAN TANGGAL KEGIATAN
01 02 03 04

1-31 Monitoring dan pengawasan terhadap semua kegiatan Pemerintah Desa sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Permendagri
110/2016, psl 46, 47 dan 52).

1-31 Menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsur masing-masing. (permendagri 110/2016, psl| 32
s.d. 36).

1-3 Pertemuan rutin sebagai ajang konsulidasi internal dan koordinasi eksternal dengan LKD, LAD, FKAPD, dan masyarakat.
(Permendagri 110/2016, ps| 37 dan 50).

1-31 Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persetujuan atas Raperdes (bila ada). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45,
serta Permendagri 111/2014, psl 6).

1-31 Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan pembuatan Perdes (bila ada). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta
Permendagri 111/2014, psl 7).

1 JANUARI 1-31 Menginformasikan Perdes kepada masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsurnya masing-masing (setelah diundangkan).

(Permendagri 111/2014, psl 13).

1-3 Kegiatan ketatausahaan BPD. (Permendagri 110/2016, psl 54).

1-3 Meminta LKPRP-APBDes Semester-2. (Permendagri 20/2018, psl 70, ayat (2)).

1-3 Musyawarah Pertanggung jawaban Pemerintah Desa (LPPD, LKPPD, LPRP-APBDes, dan LKPRP-APBDes) bila sudah siap.
(Permendagri 46/2016, psl 8 dan Permendagri 20/2018, psl 70 s.d. 73).

1-15 Menyelenggarakan MUSDUS atau MUSWIL RT, RW, Kampung atau dengan nama lain sebagai penyerapan bahan Musrenbangdes.
(Permendagri 114/2014, psl 29).

16 - 31 MUSRENBANGDES menyusun bahan usulan ke Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota untuk 1 (satu) tahun anggaran
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berikutnya. (Permendagri 114/2014, psl 29, 31, dan 32).

Monitoring dan pengawasan terhadap semua kegiatan Pemerintah Desa sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Permendagri

Monitoring dan pengawasan terhadap semua kegiatan Pemerintah Desa sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Permendagri
110/2016, ps| 46, 47 dan 52).

Menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsur masing-masing. (permendagri 110/2016, psl 32
s.d. 36).

Pertemuan rutin sebagai ajang konsulidasi internal dan koordinasi eksternal dengan LKD, LAD, FKAPD, dan masyarakat.

(Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50).

Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persetujuan atas Raperdes (bila ada). (Permendagri 110/2016, ps| 44 dan 45,
serta Permendagri 111/2014, psl 6).

Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan pembuatan Perdes (bila ada). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta
Permendagri 111/2014, psl! 7).

Menginformasikan Perdes kepada masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsurnya masing-masing (setelah diundangkan).
(Permendagri 111/2014, psl 13).

Kegiatan ketatausahaan BPD. (Permendagri 110/2016, psl 54).

Musyawarah Pertanggung jawaban Pemerintah Desa (LPPD, LKPPD, LPRP-APBDes, dan LKPRP-APBDes) bila sudah siap.
(Permendagri 46/2016, psl 8 dan Permendagri 20/2018, psl 70 s.d. 73).

110/2016, psl 46, 47 dan 52).

1-31 Menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsur masing-masing. (permendagri 110/2016, psl 32
s.d. 36).
1-31 Pertemuan rutin sebagai ajang konsulidasi internal dan koordinasi eksternal dengan LKD, LAD, FKAPD, dan masyarakat.
(Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50).
1-31 Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persetujuan atas Raperdes (bila ada). (Permendagri 110/2016, ps| 44 dan 45,
serta Permendagri 111/2014, psl 6).
1-31 Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan pembuatan Perdes (bila ada). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta
Permendagri 111/2014, psl 7).
1-31 Menginformasikan Perdes kepada masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsurnya masing-masing (setelah diundangkan).
(Permendagri 111/2014, psl 13).
31 Kegiatan ketatausahaan BPD. (Permendagri 110/2016, psl 54).
31 Musyawarah Pertanggung jawaban Pemerintah Desa (LPPD, LKPPD, LPRP-APBDes, dan LKPRP-APBDes) batas akhir.

(Permendagri 46/2016, psl 8 dan Permendagri 20/2018, psl 70 s.d. 73).

Monitoring dan pengawasan terhadap semua kegiatan Pemerintah Desa sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Permendagri

Monitoring dan pengawasan terhadap semua kegiatan Pemerintah Desa sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Permendagri
110/2016, ps| 46, 47 dan 52).

Menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsur masing-masing. (permendagri 110/2016, psl 32
s.d. 36).

Pertemuan rutin sebagai ajang konsulidasi internal dan koordinasi eksternal dengan LKD, LAD, FKAPD, dan masyarakat.
(Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50).

Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persetujuan atas Raperdes (bila ada). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45,
serta Permendagri 111/2014, psl 6).

Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan pembuatan Perdes (bila ada). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta
Permendagri 111/2014, psl 7).

Menginformasikan Perdes kepada masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsurnya masing-masing (setelah diundangkan).

(Permendagri 111/2014, psl 13).

Kegiatan ketatausahaan BPD. (Permendagri 110/2016, psl 54).
Musyawarah Pertanggung jawaban Pemerintah Desa (LPPD, LKPPD, LPRP-APBDes, dan LKPRP-APBDes) Surat Peringatan
kesatu apabila Kades belum menyampaikan Pertanggungjawaban tahun anggaran sebelumnya. (Permendagri 46/2016, psl 8 dan

Permendagri 20/2018, psl 70 s.d. 73).

LPBPD (Laporan Pertanggungjawaban BPD) yang berisi LEBPD, LEKPPD, dan LEKPRP-APBDes (Permendagri 110/2016, psl 48
dan 49

110/2016, ps| 46, 47 dan 52).

1-31 Menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsur masing-masing. (permendagri 110/2016, psl 32
s.d. 36).

1-31 Pertemuan rutin sebagai ajang konsulidasi internal dan koordinasi eksternal dengan LKD, LAD, FKAPD, dan masyarakat.
(Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50).

1-31 Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persetujuan atas Raperdes (bila ada). (Permendagri 110/2016, ps| 44 dan 45,
serta Permendagri 111/2014, psl 6).

1-31 Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan pembuatan Perdes (bila ada). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta
Permendagri 111/2014, psl 7).

1-31 Menginformasikan Perdes kepada masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsurnya masing-masing (setelah diundangkan).

(Permendagri 111/2014, psl 13).

Kegiatan ketatausahaan BPD. (Permendagri 110/2016, psl 54).

Musyawarah Pertanggung jawaban Pemerintah Desa (LPPD, LKPPD, LPRP-APBDes, dan LKPRP-APBDes) Surat Peringatan kedua
apabila Kades belum menyampaikan Pertanggungjawaban tahun anggaran sebelumnya. (Permendagri 46/2016, psl 8 dan
Permendagri 20/2018, psl 70 s.d. 73).

Monitoring dan pengawasan terhadap semua kegiatan Pemerintah Desa sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Permendagri
110/2016, psl 46, 47 dan 52).

Menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsur masing-masing. (permendagri 110/2016, psl 32
s.d. 36).

Pertemuan rutin sebagai ajang konsulidasi internal dan koordinasi eksternal dengan LKD, LAD, FKAPD, dan masyarakat.
(Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50).

Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persetujuan atas Raperdes (bila ada). (Permendagri 110/2016, ps| 44 dan 45,
serta Permendagri 111/2014, psl 6).

Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan pembuatan Perdes (bila ada). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta
Permendagri 111/2014, psl 7).

Menginformasikan Perdes kepada masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsurnya masing-masing (setelah diundangkan).
(Permendagri 111/2014, psl 13).

Kegiatan ketatausahaan BPD. (Permendagri 110/2016, psl 54).

Musyawarah Desa (MUSDES) Evaluasi Program dan Kinerja Pemerintah Desa Semester kesatu. (Permendagri 114/2014, psl 81
dan 82).

Musyawarah Pertanggung jawaban Pemerintah Desa (LPPD, LKPPD, LPRP-APBDes, dan LKPRP-APBDes) Usulan pemebrhentian
kades apabila Kades belum menyampaikan Pertanggungjawaban tahun anggaran sebelumnya. (Permendagri 46/2016, psl 8.
Permendagri 20/2018, psl 70 s.d. 73. Permendagri 66/2017, psl 8, ayat (2), huruf f).

Monitoring dan pengawasan terhadap semua kegiatan Pemerintah Desa sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Permendagri
110/2016, psl 46, 47 dan 52).

1-31 Menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsur masing-masing. (permendagri 110/2016, psl 32
s.d. 36).

1-31 Pertemuan rutin sebagai ajang konsulidasi internal dan koordinasi eksternal dengan LKD, LAD, FKAPD, dan masyarakat.
(Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50).

1-31 Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persetujuan atas Raperdes (bila ada). (Permendagri 110/2016, ps| 44 dan 45,
serta Permendagri 111/2014, psl 6).

1-31 Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan pembuatan Perdes (bila ada). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta
Permendagri 111/2014, psl 7).

1-31 Menginformasikan Perdes kepada masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsurnya masing-masing (setelah diundangkan).
(Permendagri 111/2014, psl 13).
Kegiatan ketatausahaan BPD. (Permendagri 110/2016, psl 54).

- Menyelenggarakan MUSDUS atau MUSWIL RT, RW, Kampung atau dengan nama lain sebagai penyerapan bahan Musrenbangdes.

(Permendagri 114/2014, psl 29).

11-20 MUSRENBANGDES menyusun bahan penyusunan RKPDes untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya. (Permendagri 114/2014, psl
29, 31, dan 32).

21-31 Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persetujuan atas RKPDes untuk tahun anggaran berikutnya. (Permendagri
114/2014, psl 31, dan 32).

1-31 Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persetujuan atas Perubahan RKPDes tahun anggaran berjalan (bila rubah).
(Permendagri 114/2014, psl 49 dan 50).

1-31 Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persetujuan atas Perubahan APBDes tahun anggaran berjalan (bila rubah).

(Permendagri 20/2018, psl 40 dan 42).

Monitoring dan pengawasan terhadap semua kegiatan Pemerintah Desa sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Permendagri

110/2016, psl 46, 47 dan 52).

Menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsur masing-masing. (permendagri 110/2016, psl 32
s.d. 36).

Pertemuan rutin sebagai ajang konsulidasi internal dan koordinasi eksternal dengan LKD, LAD, FKAPD, dan masyarakat.
(Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50).

Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persetujuan atas Raperdes (bila ada). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45,
serta Permendagri 111/2014, psl 6).

Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan pembuatan Perdes (bila ada). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta
Permendagri 111/2014, psl 7).

Menginformasikan Perdes kepada masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsurnya masing-masing (setelah diundangkan).
(Permendagri 111/2014, psl 13).

Kegiatan ketatausahaan BPD. (Permendagri 110/2016, ps| 54).

Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persetujuan atas RKPDes untuk tahun anggaran berikutnya (bila bulan Juli
belum diputuskan). (Permendagri 114/2014, psl 31, dan 32).

Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persetujuan atas Perubahan APBDes tahun anggaran berjalan, bila ada
perubahan (bila bulan Juli belum diputuskan). (Permendagri 20/2018, psl 40 dan 42).

Monitoring dan pengawasan terhadap semua kegiatan Pemerintah Desa sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Permendagri
110/2016, psl 46, 47 dan 52).

1-3 Menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsur masing-masing. (permendagri 110/2016, psl| 32
s.d. 36).
1-31 Pertemuan rutin sebagai ajang konsulidasi internal dan koordinasi eksternal dengan LKD, LAD, FKAPD, dan masyarakat.

(Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50).
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1-31 Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persetujuan atas Raperdes (bila ada). (Permendagri 110/2016, ps| 44 dan 45,
serta Permendagri 111/2014, psl 6).

1-31 Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan pembuatan Perdes (bila ada). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta
Permendagri 111/2014, psl 7).

1-31 Menginformasikan Perdes kepada masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsurnya masing-masing (setelah diundangkan).
(Permendagri 111/2014, psl 13).

1-3 Kegiatan ketatausahaan BPD. (Permendagri 110/2016, ps| 54).

1-31 Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persetujuan atas RKPDes untuk tahun anggaran berikutnya (batas akhir
pengambilan keputusan). (Permendagri 114/2014, psl 29).

1-31 Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persetujuan atas Perubahan APBDes tahun anggaran berjalan, bila ada

perubahan (batas akhir pengambilan keputusan). (Permendagri 20/2018, psl 40 dan 42).

Monitoring dan pengawasan terhadap semua kegiatan Pemerintah Desa sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Permendagri
110/2016, ps| 46, 47 dan 52).

1-31 Menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsur masing-masing. (permendagri 110/2016, psl 32
s.d. 36).

1-31 Pertemuan rutin sebagai ajang konsulidasi internal dan koordinasi eksternal dengan LKD, LAD, FKAPD, dan masyarakat.
(Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50).

1-3 Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persetujuan atas Raperdes (bila ada). (Permendagri 110/2016, ps| 44 dan 45,
serta Permendagri 111/2014, psl 6).

1-31 Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan pembuatan Perdes (bila ada). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta
Permendagri 111/2014, psl 7).

1-31 Menginformasikan Perdes kepada masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsurnya masing-masing (setelah diundangkan).
(Permendagri 111/2014, psl 13).

1-31 Kegiatan ketatausahaan BPD. (Permendagri 110/2016, ps| 54).

1-3 Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persetujuan atas APBDes tahun anggaran berikutnya (bila belum diputuskan

pada bulan sebelumnya). (Permendagri 20/2018, psl 32 s.d. 38).

Monitoring dan pengawasan terhadap semua kegiatan Pemerintah Desa sesuai dengan bidangnya masing-masing. (Permendagri
110/2016, psl 46, 47 dan 52).

Menjaring dan menyerap aspirasi masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsur masing-masing. (permendagri 110/2016, psl| 32
s.d. 36).

Pertemuan rutin sebagai ajang konsulidasi internal dan koordinasi eksternal dengan LKD, LAD, FKAPD, dan masyarakat.
(Permendagri 110/2016, psl 37 dan 50).

Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persetujuan atas Raperdes (bila ada). (Permendagri 110/2016, ps| 44 dan 45,
serta Permendagri 111/2014, psl 6).

Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan pembuatan Perdes (bila ada). (Permendagri 110/2016, psl 44 dan 45, serta
Permendagri 111/2014, psl 7).

Menginformasikan Perdes kepada masyarakat sesuai dengan wilayah dan unsurnya masing-masing (setelah diundangkan).
(Permendagri 111/2014, psl 13).

Kegiatan ketatausahaan BPD. (Permendagri 110/2016, psl 54).

Musyawarah Desa (MUSDES) Evaluasi Program dan Kinerja Pemerintah Desa Semester kedua. (Permendagri 114/2014, psl 81 dan
82).

Musyawarah Pleno proses pengambilan keputusan persetujuan atas APBDes tahun anggaran berikutnya (batas akhir

engambilan keputusan). (Permendagri 20/2018, psl 32 s.d. 38).
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